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BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan marta bat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan,

diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu

dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;

b. bahwa agar upaya perlindungan terhadap anak dapat

memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata

dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta

masyarakat secara luas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman;- dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan

Anak;

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 ten tang Kesejahteraan

Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3143);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan

flo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission

to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk

Diperoleh Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

3. Undang- undang ....
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3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3962};

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4235), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor:397,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Nomor4279);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78

Tambahan Lernbaran Negara .Nomor 4301);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ten tang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 64,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);

10. Undang-Undang ..1
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10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);

11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4928);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4967);

13. Urrdang-Undang N-omOT 25 Tahun 200g tentarig Pelayanan

....---

Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5038);

14. Undang-Undang Nemer 36 Tahuri 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5063);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor

153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

'2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 ten tang Pemertntahan Daerah (Lernbaran Negara

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5679);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 tentang Usaha

Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah

(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan lembaran

Negara Nomor 3367);

19. Peraturan Pemerin tah ...
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor

15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4604);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara

dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun

2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4818);

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam

Konflik Sosial;

22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3

Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksaan Perlindungan Anak;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah

Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya;

Dengan Persetujuan Bersama

DE\VAN PERV/AKIL&~ RP-J{YATDI\ERAJ.1.f KABUPATEN KUTAl TIMUR

Menetapkan

dan

BUPATI KUTAITIMUR

MEMUTUSKAI'I:

PERATURAN DAERAH

PERLINDUNGANANAK.

PENYELENGGARAANTENTANG

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah Daerah ...
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2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai

Timur.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal

sesuai dengan harkat dan martbat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

6. Hak .anak .adalah bagian dari dan hak .asasi rnanusia yang

wajib dijami n , dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,

keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri

dari suami-istri, suami-istri dan anaknya, atau ayah dan

anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam

garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat

ketiga.

8. Orang tua adalah ayah dan / atau ibu kandungan, atau ayah

darr/ atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat.

7.

9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya

menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap

anak.

10. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi

kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental; spiritual

maupun sosial.

11. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur

dengan menghabiskan sebagaian besar waktunya di luar

rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat

umum.

12. Anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami

hambatan fisik darr/atau mental sehingga mengganggu

pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

13. Anak ...
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13. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah

mencapai usia 12 (Dua Belas) tahun tetapi belum mencapai

usia 18 (Delapan Belas) tahun dan belum menikah yang

diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena

melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak

pidana atau yang melihat dan/ atau mendengar sendiri

terjadinya suatu tindak pidana.

14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan

organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan.

15. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan

kesengsaraan .atau penderitaan balk fisik, mental, seksual,

dan ekonomi.

16. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan,

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

penjeratan utang .atau memberi bayaran atau manfaat,
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam

Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau

mengakibatkan orang tereksploitasi.

17. Pusat Pelayanan Terpadu adalah Lembaga penyedia layanan

terhadap korban kekerasan anak di tingkat Kota, yang dikelola

secara bersama-sama antara Pernerintah Daerah dan

masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-

legal), psikososial dan pelayanan hukum.

18. Rumah Arnan adalah tempat tinggal sementara yang

digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban

sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

19. Forum partisipasi anak adalah organisasi yang mewadahi

aspirasi ;::tl1Rl{dal1/atau kelompok anak yang ada di Kabupaten

Kutai Timur.

BAB II ...
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BAB II

KEW AJIBAN ANAK

Pasa12

Setiap anak berkewajiban untuk:

a. menghormati orang tua, wall dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi ternan;

c. mencintai tariah air, hangsa dan Negara;

d. rnenunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERlNTAH DAERAH.

MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal3

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

perlindungan anak.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasa14

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:

a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa

membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,
budaya dan bahasa, ~tatus truknm anak, urutan ketahiran

anak dan kondisi fisik danJatau mental;

b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam

penyelenggaraan perlindungan anak;

c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan

anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua

wall, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab

!prh%'ldap anak;

d. Mengawasi __.
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d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;

e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam

menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkah

kecerdasan anak; dan
f. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor

swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

g. memberikan fasilitas dan mempermudah pelayanan pemberian

identitas pada anak.

Bagian Ketiga

Masyarakat

Pasa15

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap

perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam

penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Keluarga dan Orang Tua

Pasalf

{1} Keluarga dan orangtua berkewajiban dart bertanggu:ng jawab

terhadap anak dalam bentuk:

a. mengasuh, mernelihara, rnendidik dan melindungi anak;

b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai

kemampuan, bakat dan minat anak; dan

d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang

berwenang rnelakukan pencatatan kelahiran.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui

keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka

kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.

BAB IV ...
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BABIV

PELAKSANAANPERLINDUNGANANAK

Bagian Kesatu

Kesehatan

Pasa17

(1) Pemerintahan Daerah wajib menyediakan fasilitas dan

menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi

anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang

optimal sejak dalam kandungan.

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan

secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didukung oleh peran serta masyarakat.

(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitative, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun

rujukan.

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi anak

penyandang cacat, anak jalanan dan anak yang menjadi

korban kekerasan, penculikan, penelantaran, periularan

HIV / AIDS, tereksploitasi secara ekonomi dan seksual,

trafficking, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika

dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

(5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan

kemampuan keuangan daerah.

Pasal8

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan

dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal9 ...
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Pasal9

Pemerintah Daerah, Masyarakat, keluarga, dan orang tau wajib

mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang

mengancam kelangsungan hidup dan Iatau menimbulkan

kecacatan.

Bagian Kedua

Pendidikan

PasallO

(I) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib

belajar minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.

(2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat

dan sektor swasta.

(3) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

(4) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak

dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap

keberlangsungan pendidikan anak.

(5J Penyelenggaraan program wajib belajar minimal 12 (dua belas]

tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai

dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 11

Anak yang menyandang cacat fisik dan Iatau mental diberikan

kesempatan yang sarna dan aksesibiltas untuk memperoleh

pendidikan bias a dan pendidikan luar biasa.

Pasal12

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami

kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan

HIVIAIDSdilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 13 ...
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Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta

menyelenggarakan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Terpad u di setiap Desa.

(2) Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Terpadu di setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

secara disesuaikan dengan

kemampuan keuangan daerah dan peran serta masyarakat

dan sektor swasta.

Pasal14

Bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 18 (delapan

belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya,

dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non

formal antara lain:

a. kelompok belajar paket A setara Sekolah Dasar (SD)jMadrasah

Ibtidaiyah (MI);

b. kelompok belajar paket B setara Sekolah Menengah Pertama

(SMP)jMadrasah Tsanawiyah (MTs);

c. kelompok belajar paket C setara Sekolah Menengah Atas

(SMA)jMadrasah Aliyah (MA);

d. kelompok belajar paket C Kejuruan setara Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK)jMadrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Bagian Ketiga

Kesejahteraan Sosial

Pasal15

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menyelenggarakan

kesejahteraan sosial bagi:

a. anak yang berhadapan dengan hukum;

b. anak yang tereksplcitasi secara ekonomi dan seksual;

c. anak korban trafiking;

d. Anak ...
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d. anak korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol,

Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);

e. anak korban penularan HIV/ AIDS

g. anak yang tidak mempunyai orang tua;

h. anak terlantar;

i. anak jalanan;

j. anak korban kekerasan;

k. anak korban beneana alam atau beneana sosial;

1. anak penyandang eaeat; dan

roo anak korban perlakuan salah Iainnya.

(2) Penyelanggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) melibatkan peran serta keluarga.

(3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa penyediaan layanan:

a. kesehatan;

b. pendidikan;

c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;

d. rehabilitas sosial;

e. pendampingan;

f. pemberdayaan;
g. bantuan sosial;

h. bantuan hukum.dan / atau

i. reintegrasi anak dalam keluarga.

Pasa116

(1) Pemerintah daerah wajib menyediakan rumah aman

sebagaimana tempat tinggal sementara bagi anak yang tidak

mempunyai tempat tinggal dan Iatau terancam jiwanya dan

panti sosial bagi anak.

(2) Rumah aman untuk anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi:

a. anak yang berhadapan dengan hukum;

b. anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan seksual;

c. A...1'1a..Lc ...
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c. anak korban trafiking;

d. anak korban penularan HIV/ AIDS;

e. anak korban penculikan;

f. anak terlantar;
g. anak korban kekerasan;

h. anak yang orangtuanya terkena penyakit kronis; dan

1. anak korban perlakuan salah lainnya.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta

menyediakan sarana dan prasarana anak, antara lain temp at

menyusui anak, tempat bermain, tempat berekrasi dan pusat

pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan da..t1Keluarga

Berencana.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenu hi kriteria sebagai berikut:

a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak;

b. memotivasi kreatifitas anak;dan

c. mengandung un sur pendidikan.

(3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah

sebagaimana

dilaksanakan

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

secara bertahap disesuaikan dengan

kemampuan keuangan daerah.

BABV

PEKERJA ANAK

PADAPEKERJAANSEKTORINFORMAL

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib memberi

perlindungan kepada pekerja anak pada pekerjaan sektor

informal.

(2) Pekerja ...




















